Abstrak

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi seringkali mengalami
hambatan ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, pihak yang
dirugikan tetap dapat menempuh upaya pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap
ahli warispelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor
47/Pdt.G/2023/PN.Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif
analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan
melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365
KUHPerdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada
perbuatan melawan hukum, ada kesalahan,ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara
perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan
seorang istri sebagai para ahli waris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai
Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban
pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi
yang dilakukan pewaris.
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